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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab 2, maka kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Konsekuensi hukum bagi pemberi dana apabila dana tidak dikembalikan 

penyelenggara akibat pendanaan macet dalam Kasus Tanifund Madani 

Indonesia dilihat berdasarkan pada hubungan hukum para pihak, yaitu 

hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi dana yang lahir 

dari perjanjian pengguna yang didalamnya memiliki unsur-unsur yang 

sama dengan perjanjian pemberian kuasa. Kedua, hubungan hukum 

antara pemberi dana dengan pemberi dana yang lahir dari perjanjian 

pendanaan yang didalamnya memiliki unsur-unsur yang sama dengan 

perjanjian pinjam meminjam. Bahwa penagihan oleh tanifund akan 

tetap dilakukan, tetapi seluruh konsekuensi hukum dalam hal penerima 

dana tidak melaksanakan prestasinya menjadi konsekuensi pemberi 

dana. Pemberi dana tidak dapat menuntut Tanifund untuk 

mengembalikan dana akibat dari pendanaan macet, melainkan menuntut 

penerima dana.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah agar 

pemberi dana dapat membaca dan mencermati syarat dan ketentuan sebelum 
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menggunakan website atau aplikasi penyelenggara LPBBTI. Pemberi dana harus 

mengerti dengan isi perjanjian dan seluruh konsekuensinya. Untuk mengurangi 

risiko kerugian, Pemberi dana dapat melakukan analisis terhadap penyelenggara, 

yaitu dengan memilih penyelenggara yang telah terdaftar dan terakreditasi OJK, 

memilih penyelenggara yang telah melakukan kerjasama dengan perusahan 

asuransi serta penyelenggara yang syarat pengajuan pinjaman dana terdapat syarat 

perlu adanya jaminan. Pemberi dana juga melakukan analisis terhadap penerima 

dana, melihat latar belakang dan alasan pengajuan dana, serta mengukur 

kemampuan penerima dana untuk melakukan pembayaran dengan melihat data 

yang disediakan dalam platform penyelenggara. Hal-hal ini dilakukan sebagai 

bentuk mitigasi risiko terhadap segala risiko, salah satunya pendanaan macet.   
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